
SLEMAN (KR) - Se-

kertaris Daerah (Sekda)

Kabupaten Sleman Sus-

miarto  kembali meng-

ingatkan Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang bertu-

gas di daerahnya untuk

netral dalam Pilkada

2024. Begitu pula lurah

dan perangkat (pamong)

kalurahan tidak berpihak

pada pasangan calon bu-

pati dan wakil bupati.

“Terkait netralitas ASN,

kita telah memiliki satu-

an tugas netralitas pe-

gawai aparatur sipil ne-

gara. ASN dilarang mem-

berikan dukungan, ikut

kampanye, menjadi peser-

ta kampanye, termasuk

menggunakan fasilitas

negara,” tegas Susmiarto

saat hadir dalam Podcast

yang digagas Bagian

Protokol dan Komunikasi

Pimpinan Setda Sleman

mengandeng Persatuan

Wartawan Indonesia

(PWI) Sleman, kemarin.

Narasumber lainnya ada-

lah Kepala Badan Ke-

satuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol) Sleman In-

dra Darmawan. 

Susmiarto menjelaskan,

regulasi dalam Undang-

undang ASN telah di-

jabarkan soal netralitas.

Termasuk produk hukum

Undang-Undang (UU)

Nomor 3 Tahun 2024 ten-

tang perubahan kedua

atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 ten-

tang Desa yang mengatur

kepala desa atau lurah

dan perangkat desa (pa-

mong desa) tidak berpi-

hak kepada pasangan

calon bupati dan wakil bu-

pati. 

“Kita sudah punya su-

rat edaran nomor 0530

tahun 2024 tentang ne-

tralitas dalam melak-

sanakan pemilihan

umum. Jadi itu tidak se-

kadar di pilkada, berlaku

sejak pilpres dan pileg ke-

marin,” jelasnya. 

Menurut Susmiarto,

sanksi tegas akan diterap-

kan jika ditemukan pe-

langgaran. Secara prosedur

diawali teguran hingga

sanksi penerapan disiplin

pegawai. Di luar kewe-

nangannya, pihaknya me-

nyerahkan kepada Bawaslu

untuk menindak sesuai

aturan yang berlaku. “Dari

laporan atau aduan masya-

rakat, Bawaslu mem-

berikan rekomendasi kepa-

da kami, untuk ditindaklan-

juti berkoordinasi dengan

komisi aparatur negara di

Badan Kepegawaian Ne-

gara,” tandasnya.     (Has)-d
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MUSKAB PMI BANTUL 2024

Sekda Jadi Ketua PMI Bantul 2024-2029

BANTUL (KR) - Palang

Merah Indonesia (PMI)

Kabupaten Bantul banyak

berkiprah, tidak semata

untuk ketersediaan stok

darah atau penggalang ba-

gi pendonor darah semata,

tapi juga terjun langsung

dalam berbagai aksi sosial

kemasyarakatan dan juga

jika ada bencana. Maka ke

depan PMI harus lebih

kreatif dan inovatif serta

harus terus meningkatkan

kapasitasnya, karena tan-

tangan ke depan akan se-

makin berat.

Hal tersebut diungkap-

kan Sekda Bantul Agus

Budi Raharjo SKM MKes,

mewakili Pj Bupati Bantul

Adi Bayu Kristanto SH

MHum, saat membuka

Musyawarah Kabupaten

(Muskab) PMI Bantul

2024 di Hotel Roos In

Sewon, Minggu (29/9).

Menurut Agus, PMI de-

ngan relawannya berkon-

tribusi penting dan selalu

dibutuhkan pada setiap

kejadian, peristiwa dan

bencana alam di Kabu-

paten Bantul. “Apalagi di

tengah kehidupan modern

saat ini, orang hidup sema-

kin individualis,” jelasnya.

Sedangkan Ketua PMI

DIY GBPH  H Prabuku-

sumo SPsi, menyebutkan

musyawarah PMI Bantul

2024 sekaligus pemilihan

Ketua PMI Bantul masa

bakti 2024-2029 ini meru-

pakan suatu agenda yang

lebih penting.  “Karena itu

saya berharap kepengurus-

an PMI Bantul bisa terpilih

orang-orang yang berjiwa

pengabdian dan berkeprib-

adian luhur, karena tugas

di PMI itu fokus pada sosial

kemasyarakatan,” ungkap

Gusti Prabu. 

Sementara Ketua PMI

Bantul HM Wirmon Sa-

mawi SE MIB, menyam-

paikan terima kasih kepa-

da seluruh jajaran PMI

Bantul yang telah meng-

abdikan diri di PMI Bantul.

“Pengurus baru yang nanti

diharapkan tetap guyub

rukun,” papar Wirmon.

Dalam akhir Muskab

tersebut dilakukan pemi-

lihan ketua. Ada dua yang

dicalonkan, yakni Agus

Budi Raharjo dan Dwi

Daryanto. Agus Budi Ra-

harjo memperoleh 16 sua-

ra dan Dwi Daryanto

memperoleh 8 suara. De-

ngan demikian Agus Budi

Raharjo terpilih menjadi

Ketua PMI Bantul perio-

de 2024-2029 meng-

gantikan Wirmon Samawi

yang sudah menjabat tiga

periode. (Jdm)-d

KR-Judiman

Muskab PMI Bantul 2024 digelar di Hotel Roos In

Sewon

KULONPROGO

(KR) - Kepala Dinas

Lingkungan Hidup

(DLH) Kabupaten

Kulonprogo, Ir Gusdi

Hartono MT mene-

gaskan Kajian Ling-

kungan Hidup Strategis

(KLHS) merupakan

analisis sistimatis, me-

nyeluruh, partisipatif

untuk memastikan prin-

sip Pembangunan Ber-

kelanjutan (PB) telah

menjadi dasar dan terin-

tegrasi dalam Kebijak-

an, Rencana dan/ atau

Program (KRP) Rencana

Detail Tata Ruang

(RDTR).

“Penyusunan KLHS

harus berdasar regulasi

dan pentahapan yang

ada. Konsultasi Publik

KLHS RDTR Kulon-

progo Tengah upaya

penjaringan isu PB.

Sehingga partisipasi,

masukan dan permasa-

lahan isu PB dari peser-

ta konsultasi publik sa-

ngat kita harapkan,” ka-

ta Gusdi Hartono saat

membuka Konsultasi

Publik I KLHS RDTR

Kulonprogo Tengah di

Ruang Rapat Dinas Pe-

kerjaan Umum Peru-

mahan dan Kawasan

Permukiman (DPUP-

KP) Kulonprogo, belum

lama ini.

Menurut Gusdi, yang

tahu permasalahan di

lingkungannya tentu pe-

serta konsultasi publik,

sehingga dalam kesem-

patan tersebut, peserta

betul-betul diminta me-

nyampaikan saran, kri-

tik dan masukan seba-

gai bahan dalam penyu-

sunan KLHS RDTR

Kulonprogo Tengah.

Penyusun KLHS

RDTR Kulonprogo Te-

ngah dari CV Puri Sap-

ta, Anton Rubiantoro

memastikan tim penyu-

sun tidak pasif tapi juga

memantik warga dan

peserta  konsultasi pu-

blik untuk menyam-

paikan materi usulan

dan permasalahan yang

terjadi di lingkungan

mereka masing-masing.

Deliniasi wilayah stu-

di Penyusunan KLHS

Kulonprogo Tengah ber-

dasarkan Keputusan

Bupati Kulonprogo No

22/C/2023 tentang Peru-

bahan Atas Keputusan

Bupati Kulonprogo No

407/A/2021 tentang De-

liniasi/Batas Wilayah

Perencanaan RDTR Ku-

lonprogo Tengah meli-

puti Kapanewon Nang-

gulan, Kokap, Pengasih

dan Kapanewon Temon. 

Berdasarkan

Dokumen Kajian Risiko

Bencana Kabupaten Ku-

lonprogo 2022-2026, em-

pat wilayah studi terse-

but termasuk rawan

longsor, banjir, keke-

ringan, banjir bandang,

cuaca ekstrim, gempa

bumi, kebakaran hutan,

efidemi dan wabah, ke-

gagalan teknologi dan

multi ancaman.  

Tim Ahli Validasi

KLHS DLHK DIY, Dr

Yuningtyas Setyawati

MSi, C EIA menegaskan

konteks KLHS dalam

perencanaan tata ruang,

sebagai instrumen un-

tuk mengarusutamakan

prinsip Pembangunan

Berkelanjutan (PB). 

“Pembangunan berke-

lanjutan, upaya sadar

dan terencana mema-

dukan aspek lingkung-

an hidup, sosial dan

ekonomi ke dalam

strategi pembangunan

untuk menjamin keu-

tuhan lingkungan hidup

serta keselamatan, ke-

mampuan, kesejahtera-

an dan mutu hidup ge-

nerasi masa kini dan

masa depan,” ujarnya. 

Sedangkan peren-

canaan tata ruang

adalah penetapan struk-

tur dan pola ruang.

KLHS suatu cara untuk

mengintegrasikan per-

timbangan lingkungan

atau keberlanjutan ser-

ta media konsultasi de-

ngan para stakeholder

dalam proses peren-

canaan dan pengambil-

an keputusan. 

KLHS harus diin-

tegrasikan dengan ber-

bagai kegiatan tim

perencana. KLHS bisa

membangun dan mem-

perkuat kajian ling-

kungan hidup sebagai

bagian proses perenca-

naan. “Dalam mekanis-

me konsultasi KLHS tak

hanya melibatkan

pemangku kepentingan

tapi juga memperkuat

keterlibatan mereka.

KLHS memperkuat pro-

ses perencanaan melalui

identifikasi masalah

lingkungan hidup dan

kendala pembangunan

di wilayah studi,”

katanya.              (Rul)-d

KR-Asrul Sani

Kepala DLH Kulonprogo, Ir Gusdi Hartono MT (dua

kanan) saat membuka Konsultasi Publik I KLHS

RDTR Kulonprogo Tengah.

KONSULTASI PUBLIK I KLHS RDTR KULONPROGO TENGAH

Upaya Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan


